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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Semarang; 

c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dalam 
pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa 
dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah 
Kabupaten Semarang; 

b. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi 
unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah 
Kabupaten Semarang, maka perlu adanya penggabungan 
empat kelompok kerja menjadi tiga kelompok kerja pada 
susunan orgamsasmya, dan perlu adanya staf yang 
membantu di bidang kesekretariatan, serta tata kerjanya 
perlu disesuaikan; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah, pada prinsipnya disebutkan 
bahwa Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Instansi Lainnya diwajibkan mernpunyai Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan 
pelayanan/ pembinaan dibidang Pengadaan Barang/ Jasa; 

Menimbang 

BUPATI SEMARANG, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 

BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

NOMOR 4 TAHUN 2012 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

BUPATI SEMARANG 

{ SALINAN I 
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2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan U saha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500}; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundangundangan; 

19. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah denga Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 

23. PeraturanDaerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor l); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 13); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 14) ~ 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 17} sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 
2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencariaan 
Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 3); 



(3) Masing-masing Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat 
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dengan susunan 
keanggotaan terdiri dari: 
a. Ketua merangkap anggota; 
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(2) Masing-masing Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, dapat terdiri lebih dari 1 (satu) Kelompok Kerja disesuaikan 
dengan volume be ban tugas dan/ atau jumlah kegiatan pengadaan 
barang/ jasa yang dilaksanakan. 

( 1) Susunan Organisasi Pengelola ULP terdiri dari : 
a. Ketua; 
b. Sekretariat; 
c. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan yang terdiri atas : 

1. Kelompok Kerja Pengadaan Barang; 
2. Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; 
3. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa konsultansi dan jasa lainnya; 

d. Dihapus. 

Pasal 8 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, ayat (3) dan ayat (5) diubah 
serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 8 berbunyi 
sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah 
Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 
35 ) diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI . TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG. 

MEMUTUSKAN : 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 4); 

30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 35 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 35 ) 
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( 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Ketua, Sekretariat 
dan Kelompok Kerja wajib menerapkan prinsip · koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun 
antar satuan organisasi di lingkungan Organisasi ULP, sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

Pasal 13 

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
berikut: 

4. Pasal 12 dihapus. 

3. Bagian Keempat Staf Pendukung dihapus. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Sekretariat dibantu oleh Staf Sekretariat yang menyelenggarakan 
fungsi: 
a. membantu, menyiapkan administrasi terkait . dengan proses . 

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; 
b. menyimpan dokumen proses pengadaan; 
c. menghimpun dan menyimpan dokumen pelaksanaan penyeleksian 

penyedia barang/ Jasa. 

(2) Sekretariat mempunyai tugas : 
a. melaksanakan fungsi ketatausahaan; 
b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh kelompok kerja dalam 

pengadaan barang/ jasa; 
c. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan 

yang disampaikan oleh masyarakat; 
d. melakukan pemantauan dan evaluasi harga beli barang/jasa; 
e. menyediakan dan menggelola sistim informasi yang digunakan 

dalam pelaksanaaan pengadaan barang/ jasa; 

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Ketua yang berada di bawah 
/": Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua. 

Pasal 10 

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

(6) Susunan organisasi pengelola ULP sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Bagan Susunan Organisasi Pengelola ULP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat 
dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis 
( aanuiijzen. 

b. Sekretaris merangkap anggota; dan 
c. Anggota. 
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Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENSEMARANG 

!Sf~~as Pendapatan dan m~~ :euangan Daerah 

(( £f F1,,~, ':. 
i'. 1>1+:~ . HUDAYA 
\:,. ·>c ~ I , 

\,-~~-BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 4 
"-··- 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 04 - 01 - 2012 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tan 04 - 01 - 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(4) Ketua wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung 
jawab pada Sekretaris Daerah serta menyampaikan laporan berkala 
setiap triwulan secara tepat waktu dan apabila diperlukan. 

(5) Setiap laporan 4diterima oleh Ketua dari bawahannya wajib diolah 
dan dipergunakan ~ ~ebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 
lanjut. .· 

(3) Ketua bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya. · 

(2) Ketua wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal 
terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan­ 
undangan. 
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1.Ketua 
2.Sekretaris 
3.Anggota 

1. Ketua 
2. Sekretaris 
3.Anggota 

Sekretariat/ 
Staf Sekretariat 

I I 
I 

:1.__ _s_KPo~\---- -I~ _KE-TU-A ~ 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NO MOR 35 TAHUN 2011 TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN 
PENGADAAN(ULP)BARANG/JASA 
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 


